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ABSTRAK 

Fincer Francis Laia. 201810115264. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha 

Penimbunan Bahan Pangan Berdasarkan UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan.  

 

Perkembangan ekonomi yang begitu maju masa sekarang banyak yang melakukan 

berbagai cara perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan 

ekonomi yang menguntungkan hanya satu pihak atau kelompok, seperti penimbunan. 

Penimbunan bahan pangan yang dilakukan oleh oknum pelakaku usaha sehingga 

terjadi kelangkaan, mencitptakan keadaan dimana pemerintah dan keseluruhan 

aparat bersama-sama memerikasa faktor penyebab terjadinya penimbunan yang 

mengakibatkan tersedianya bahan pangan menjadi langka, harganya melambung 

tinggi atau melonjak mahal. Tindakan penimbunan bahan pangan merupakan tindak 

pidana ekonomi yang salah satunya bentuk kejahatan sebab merugikan masyarakat 

dan negara. Mengenai hal ini Pemerintah mengeluarkan larangan penimbunan bahan 

pangan pokok atau barang penting sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-

undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan. Akan tetapi, pada kenyataannya 

sekarang meskipun Pemerintah telah mengeluarkan larangan perbuatan penimbunan 

pangan namun masih sering terjadi  kasus penimbunan bahan pangan. Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu menitikberatkan pada 

sumber kepustakaan (library Research). Data yang digunakan merupakan bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah tindak pidana penimbunan pangan merupakan perbuatan yang 

meyimpan barang-barang dengan melebihi jumlah maksmimal yang telah 

ditentutkan. Oleh karena itu, dengan perbuatan tersebut dapat mengganggu ketahan 

pangan atau kestabilan pangan, barang tersebut menjadi langka, kemudian dijual 

dengan harga yang tinggi dan sehingga masyarkat sulit untuk mendapatkannya. 

selanjtunya, ancaman hukuman bagi pelaku usaha penimbunan bahan pangan 

berdasar pada ketentuan pasal 133 Undang-undang No.18 tahun 2012 tentang 

Pangan.  

 

 

 

Kata Kunci : pengaturan hukum, pertanggungjawaban pidana, penimbunan pangan. 
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ABSTRACT 

Finer Francis Laia. 201810115264. Criminal Responsibility of Business Actors 

Stockpiling Food Materials Based on Law No. 18 of 2012 concerning Food. 

 

Today’s advanced economic developments carry out various ways of trading carried 

out by the community in various economic activities that benefit only one party or 

group, sucsh as hoarding. Food hoarding carried out by unscrupulous business 

actors resulting in a scarcity creates a situation where the government and all 

apparatus jointly examine the factors causing hoarding which results in the 

availability of food becoming scarce, the prices to soaring or becoming expensive. 

Economi crimes, one  of  which is a form of crime because it harms society and the 

state. Regarding  this  matter,  the  Government issued a ban on the hoarding of staple 

food or imporysny goods a stated in Law  Number  18  of  2012  concerning  Food.  

However,  in  reality  now  even  though  the  Government  has  issued  a  ban  on  

food  hoarding,  cases  of  food  hoarding  still  occur. This study uses a normative 

juridical approach, namely focusing on library resources (library research). The 

data used are primary legal materials, secondary legal materials, and terier legal 

materials. The conclusion of this study is that the crime of food hoarding is an act of 

storing goods in excess of the specified maximum amount. Therefore, these actions 

can disrupt food security or food stability, these goods become scarce, then they are 

sold at high prices and it is difficult for people to get them. Furthermore, the threat 

of punishment for business actors hoarding food is based on the provisions of Article 

133 Law No. 18 of 2012 concerning Food. 

 

 

 

Keywords:  legal  arrangements,  criminal  liability,  food  hoarding. 
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MOTTO 

 

“Kegagalan adalah kemenangan yang tertunda, Jangan menyerah karena dengan 

menyerah berarti tidak ada kemenagan  

Ketika kita menghadapi kesulitan dan tidak menyerah, itulah kekuatan kita” 
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